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Menginget :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAY APURA

NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

bahwa sesua dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan
Prioritas APBD, yang telah disgpakati bersama antara Pemerintah Daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggd 30 Januari 2006,
perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2006;

bahwa Anggaran Pendgpatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Proving Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di
Proving Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
2097);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersh dan Bebas dari Korups, Kolus dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pagjak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2000
Nomor 1018);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Proving Papua (Lembaran Negara Republik |ndonesa Tahun 2001 Nomor
135);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 4021,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengdolaan dan
Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung-jawaban Kepda Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepda Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pgjak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribus Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4139);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rekyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4416) yang telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4540);

Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan
Daerah sarta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pertanggungjavaban Beanja Pemilihan Kepada Daerah
dan Wakil Kepda Dagrah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Daam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisas dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan
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